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ABSTRACT

The urgency of proprietary restriction and domination over the land more
emphasized on the society’s interests at large. This view rely on philosophy of
Pancasila related to the social justice meaning for whole Indonesia citizen. Then
this restriction implementation intended State endowed a justice for land owner
particularly the investors. State warrant the restriction by over taking and revoke
land title right and either individually or business entity whenever it against the
general accepted. It remind the spirit of Article 33 paragraph (3) said : “earth and
water and the richness contained inside them powered by State and utilized as much
as possible for the people’s prosperity”. This provision confirmed by restriction
guarantee through Article 7, 8, 9 and 10 which relevance with land domination
restriction.

Therefore in this case it is necessary to be organized and improvement in
land restriction implementation systematically connected with agraria reform.
Government enact the policies over attribution authority by laws to perform the
restriction on domination and land proprietary for the sake of justice for whole
Indonesia citizen. These authority can be run through concrete methods that is
doing an action : take over and revoke the land title permit as regulated Article 18
UUPA (Agraria Law).

Keywords: Restrictions on Land Ownership, Justice, Agrarian Reform
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ABSTRAK

Bahwa urgensi pembatasan pemilikan dan penguasaan atas tanah lebih
ditekankan pada kepentingan masyarakat luas. Pandangan ini berpedoman pada
falsafah Pancasila terkait makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka
penerapan pembatasan ini bermaksud bahwa negara memberikan suatu keadilan bagi
pemilik tanah khususnya bagi para investor. Bahwa negara menjamin akan
pembatasan tersebut dengan mengambil alih dan mencabut hak atas tanah dan
perseorangan maupun badan usaha yang sekiranya bertentangan dengan umum. Hal
ini mengingat semangat dari Pasal 33 ayat (3) bahwa : “bumi dan air dan kekayaan
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakana untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan ini diperkuat oleh jaminan
pembatasan melalui Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 yang terkait pembatasan
penguasaan tanah.

Oleh karena itu dalam hal ini perlu diselenggrakan perbaikan-perbaikan
penerapan pembatasan tanah yang sistematis sehubungan dengan diadakannya
reforma agraria. Bahwa pemerintah melakukan kebijakan melalui kewenangan
atribusi yang diberikan undang-undang untuk melakukan pembatasan penguasaan
dan pemilikan tanah demi terselenggaranya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kewenangan tersebut dapat diambil melalui langkah konkret yaitu dengan
melakukan tindakan : pengambilalihan dan pencabutan ijin hak atas tanah
sebagaimana diatur melalui Pasal 18 UUPA.

Kata Kunci : Pembatasan Pemilikan Tanah, Keadilan, Reforma Agraria
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